[ SALINAN ]

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/197/KEP/413.013/2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU
PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran
pelaksanaan berbagai kegiatan yang
diselenggarakan oleh Partai Politik Hasil Pemilu
Periode Tahun 2019-2024 yang mendapatkan
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan
keuangan kepada  partai politik secara
proporsional yang penghitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan untuk melaksanaan
ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten
Lamongan, perlu memberikan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun
2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam

Keputusan Bupati;



Mengingat

1.

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 2 Tahun Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

3-

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata  Cara  Penghitungan,



Menetapkan,
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Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam  APBD, Dan  Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik di Kabupaten Lamongan
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015
Nomor 21);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 86},

MEMUTUSKAN :

Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang
Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2020, dengan penerima sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran
2020.



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan,;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan,
5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan;
6. Sdr.Ketua Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Permohonan Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik di
Kabupaten Lamongan,
7. Sdr.Ketua Partai Politik Penerima

Bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

' JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/197/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 28 APRIL 2020

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU
PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

) .. Perolehan Nilai Per Suara | Jumlah Bantuan
No. Partai Politik (Rp) (Rp)
Kursi Suara 7 p p
1 2 3 4 5 6
1. | Partai Kebangkitan 10 162.452 2.200 357.394.400
Bangsa
Partai Demokrat 9 124.741 2.200 274.430.200
Partai Demokrasi 8 116.400 2.200 256.080.000
Indonesia Perjuangan
4. | Partai Amanat 7 99.747 2.200 219.443.400
Nasional
Partai Golongan Karya 6 81.113 2.200 178.448.600
Partai Gerakan 4 57.907 2.200 127.395.400
Indonesia Raya
L7- gartal Persatuan 3 { 33.455 } 2.200 73.601.000
embangunan
| 8. | Partai NasDem 1 44.412 | 2.200 | 97.706.4(5’
9, | Partai Hati Nurani
Rakoat 1 13.469 2.200 29.631.000
10. | Partai Perindo 1 13.209 2.200 | 29.059.800
Jumlah 50 746.905 ; [ 1.643. 190.20ﬂ

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
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